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ABSTRACT 

Market service retribution is one of the sources of Regional Original Revenue 

(PAD) that plays an important role in supporting regional government financing 

and improving public services. Effective retribution collection contributes to 

increasing regional revenue and supporting the sustainability of traditional market 

management. This research focuses on the effectiveness of market service 

retribution collection at Pasar Baru Karawang, which is considered not yet 

optimal. The study was conducted by Akhmad Zainur Rifqi Fadillah under the 

supervision of Nurmita Sari and aims to analyze the factors influencing the 

effectiveness of market service retribution collection at Pasar Baru Karawang. 

Based on revenue data from 2021–2025, the realization of retribution revenue 

fluctuated, and in 2025 only reached 63% of the predetermined target. This study 

employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected 

through in-depth interviews, observations, and documentation related to the 

retribution collection process. The informants consisted of market managers, 

retribution collection officers, and traders at Pasar Baru Karawang. The findings 

indicate that the effectiveness of market service retribution collection has not been 

fully achieved. Several factors affecting this condition include low trader 

compliance, the increasing number of inactive traders, weak supervision, unstable 

trader income, and the less optimal implementation of the QRIS digital payment 

system. To improve the effectiveness of retribution collection, this study 

recommends periodic updating of trader data, strengthening supervision, 

optimizing digital payment systems, improving market facilities, and increasing 

socialization to traders regarding the importance of paying market service 

retribution regularly. 
 

Keywords: Factor Influencing, Effectiveness, Levy Collection, Market Levies, 

Regional Original Revenue, Pasar Baru Karawang. 
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ABSTRAK 

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pemerintahan daerah 

dan peningkatan pelayanan publik. Pemungutan retribusi yang efektif dapat 

meningkatkan pendapatan daerah serta menunjang pengelolaan pasar tradisional. 

Fokus permasalahan penelitian ini adalah efektivitas pemungutan retribusi 

pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang masih belum optimal. Penelitian ini 

dilakukan oleh peneliti sendiri yang bernama Akhmad Zainur Rifqi Fadillah di 

bawah bimbingan Ibu Nurmita Sari yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar 

Baru Karawang. Berdasarkan data penerimaan tahun 2021–2025, realisasi retribusi 

mengalami fluktuasi dan pada tahun 2025 hanya mencapai 63% dari target yang 

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah 

dokumen terkait proses pemungutan retribusi. Informan penelitian terdiri dari 

pengelola pasar, petugas pemungut retribusi, dan pedagang Pasar Baru Karawang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan 

pasar di Pasar Baru Karawang masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh 

rendahnya kepatuhan sebagian pedagang, meningkatnya jumlah pedagang nonaktif, 

lemahnya pengawasan, kondisi pendapatan pedagang yang tidak stabil, serta belum 

optimalnya penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Untuk 

meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi, penelitian ini merekomendasikan 

pembaruan data pedagang secara berkala, peningkatan pengawasan, optimalisasi 

sistem pembayaran digital, peningkatan kualitas fasilitas pasar, serta sosialisasi 

kepada pedagang mengenai pentingnya pembayaran retribusi. 

 

Kata Kunci : Faktor yang mempengaruhi, Efektivitas, Pemungutan Retribusi, 

Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Baru Karawang.
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pasar adalah lokasi fisik tempat penjual dan pembeli bertemu untuk 

melakukan transaksi berbagai komoditas atau jasa, mulai dari penawaran awal 

hingga penyerahan kepemilikan. Menurut Kotler dalam Fandy (2019:31) 

mendefinisikan “ pasar merupakan kumpulan pembeli saat ini dan calon pembeli 

suatu produk atau jasa”. Pelanggan-pelanggan ini memiliki permintaan yang serupa 

atau tujuan khusus yang dapat dipenuhi melalui pertukaran. Menurut Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia dalam situs resminya kemendag.go.id (tn)(tt) 

menyebutkan bahwa terdapat klasifikasi pasar yaitu pasar modern dan pasar 

tradisional,  

Pasar modern adalah pasar yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah, 

sektor swasta, atau koperasi dalam bentuk mal, Hypermarket, supermarket, 

toko serba ada, pusat perbelanjaan, atau minimarket. Pasar ini mengutamakan 

pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan sistem pengelolaan terpusat, 

modal yang kuat, dan harga yang tetap. Sementara itu, pasar tradisional adalah 

pasar yang dibangun dan dikendalikan oleh pemerintah, sektor swasta, 

koperasi, dan kelompok masyarakat lokal. Pasar ini berbentuk toko, kios, 

kiosk, atau tenda yang dikelola oleh pedagang UMKM, di mana transaksi jual 

beli dilakukan melalui tawar-menawar. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018:2) 

Perkembangan sektor perdagangan sangat penting dalam mendorong 

kemajuan ekonomi regional, terutama karena pasar tradisional berfungsi 

sebagai pusat aktivitas jual beli masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta secara langsung memberikan 

manfaat bagi perekonomian lokal. 

Keberadaan pasar tradisional turut mencerminkan dinamika ekonomi 

masyarakat, di mana interaksi antara pedagang dan konsumen berlangsung secara 

langsung dan berkelanjutan. “Namun, seiring dengan perubahan pola konsumsi 

masyarakat, kemajuan teknologi, serta berkembangnya pasar modern dan 

perdagangan berbasis daring, pasar tradisional menghadapi tantangan yang semakin 

kompleks” (Salsabila et al., 2024: 4683.). Kondisi tersebut menuntut pasar 
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tradisional untuk mampu bertahan dan menyesuaikan diri agar tetap diminati oleh 

konsumen, baik melalui peningkatan kualitas produk, penetapan harga yang 

kompetitif, kenyamanan tempat berbelanja, maupun pelayanan yang lebih baik. 

Oleh karena itu, pasar tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap memiliki daya 

saing dan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu pilar penting dalam 

perekonomian daerah. 

Pasar Tradisional memiliki peran penting yaitu menjadi media atau tempat 

utama berkumpulnya para pelaku UMKM dalam memasarkan hasil pertanian, 

perkebunan dan hasil bumi lainnya secara langsung tanpa perantara kepada 

konsumen. “Penurunan tren pasar tradisional berdampak negatif terhadap 

perekonomian negara, oleh karena itu pemerintah harus mempertahankan 

keberadaannya”  (Salsabila et al., 2024: 4684.). Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistika (2018:7) mencatat bahwa “Indonesia memiliki 13.450 pasar tradisional 

yang melayani 12,6 juta pedagang, atau 4,7% dari populasi negara”. Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar individu, terutama mereka 

yang berada di kelas menengah bawah, terus mengandalkan pasar tradisional, dan 

kemungkinan besar sebagian dari kelas menengah atas juga melakukannya. Hal 

demikian dapat terjadi dikarenakan pasar tradisional memiliki berbagai komoditas 

untuk dipasarkan mulai dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan 

kriya ataupun kerajinan. 

Dalam rangka mendukung pengelolaan pasar tradisional yang lebih 

terstruktur, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perdagangan, 

Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang telah menetapkan 

pembagian wilayah pengelolaan pasar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Pasar. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan operasional pasar, termasuk dalam hal pelayanan, pemeliharaan 

fasilitas, serta pemungutan retribusi. Setiap UPTD memiliki tanggung jawab 

terhadap beberapa unit pasar yang berada dalam wilayah kerjanya. Adapun 

pengelompokan pasar kelas A di Kabupaten Karawang berdasarkan wilayah 

pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. 1 Pengelolaan Pasar Kelas A di Kabupaten Karawang 

UPTD Pasar Kelas A 

UPTD Pasar Wilayah I UPTD Pasar Wilayah II 

Unit Pasar Karawang Baru; Unit Pasar Cikampek 

Unit Pasar Johar; Unit Pasar Cilamaya; 

Unit Pasar Rawasari Unit Pasar Lemahabang 

Unit Pasar Rengasdengklok Unit Pasar Jatisari; 

 Unit Pasar Jatiwangi 

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 

Terdapat total 10 pasar kelas A di Kabupaten Karawang yang terdiri dari 5 

pasar dipelihara oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM dan 

5 pasar lagi yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Dalam Peraturan Bupati 

Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan Pasar Baru Karawang 

dinaungi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, yang 

operasionalnya dilaksanakan oleh UPTD Pasar Kelas A. UPTD adalah entitas 

pengelola operasional teknis di bidang administrasi pasar, yang mencakup retribusi, 

kebersihan, serta keamanan dan ketertiban pasar. Tugas pokok UPTD adalah 

melaksanakan pengelolaan pasar termasuk pemungutan retribusi, pemeliharaan 

kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Fungsi utamanya meliputi perencanaan 

teknis, penyelenggaraan operasional, monitoring, evaluasi, serta pelaporan 

berdasarkan kebijakan dinas. 

Pasar Baru Karawang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi utama 

di wilayah Kabupaten Karawang. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat berjualan 

bagi pedagang lokal, tetapi juga menjadi destinasi belanja utama bagi masyarakat 

Karawang dan sekitarnya. Dengan posisinya yang strategis, Pasar Baru Karawang 

berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, pasar ini saat ini 

masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan fasilitas, 

pengelolaan yang belum optimal, serta penataan ruang yang kurang efisien. Kondisi 

tersebut sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun 
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pengunjung, dan menurunkan daya tarik pasar sebagai pusat perdagangan dan jasa 

(Simanjuntak et al., 2023). 

Tabel 1. 2 Jumlah lapak pedagang di Pasar Baru Karawang 

No. Tempat Jumlah 

1. Lapak Kios 376 

2. Lapak Los 144 

Total 520 

Sumber: Data Potensi Pasar Tahun 2025 Unit Pasar Baru Karawang 

Dengan jam operasional 24 jam pasar ini menampung para pedagang kios 

dan juga pedagang kaki lima, yang dimana pedagang kios menempati bangunan 

permanen yang disediakan pihak pasar berupa kios, sedangkan para pedagang kaki 

lima menempati lingkungan sekitar pasar dengan mendirikan bangunan semi non 

permanen yang disiapkan sendiri oleh para pedagang. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pengelola pasar, terdapat lebih dari 500 kios dan los siap pakai di 

Pasar Baru Karawang dan juga  pedagang kaki lima yang membuka usaha di teras 

pasar, gang dan jalan di dalam pasar, dengan komoditas yang beragam mulai dari 

penyediaan kebutuhan pokok dan sandang. Dengan potensi pasar yang signifikan, 

hal ini diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Karawang. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencari sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung administrasi dan pembangunan 

daerah. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis PAD yang dihasilkan 

oleh sektor jasa. Retribusi pelayanan pasar dikenakan sebagai imbalan atas layanan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan area pasar, sanitasi, 

keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. “Pemungutan retribusi pelayanan pasar 

diharapkan dapat berjalan secara efektif agar mampu meningkatkan PAD sekaligus 

menjamin keberlangsungan pelayanan pasar” (Maulana, 2025:11-17). 
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Tentunya hal ini diupayakan terus oleh pengelola pasar untuk dapat bersaing 

dan meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Karawang. Menurut Yani 

(2013:70) “Besaran retribusi untuk wajib dihitung dengan mengalikan tarif retribusi 

dengan jumlah layanan yang digunakan”. Dengan memprioritaskan kebijaksanaan 

daerah sebagai landasan bagi prinsip dan tujuan, seperti mempertimbangkan 

retribusi penyediaan layanan, kapasitas masyarakat, dan keadilan. Terlebih dalam 

penetapan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang merupakan 

retribusi jasa umum, daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran 

retribusi didasarkan pada kondisi perekonomian masyarakat.  

Para pedagang yang mengadakan kegiatan atau aktivitas jual beli di 

lingkungan Pasar Baru Karawang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi 

pelayanan pasar kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi atas 

pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar. Retribusi tersebut meliputi 

beberapa komponen, yaitu retribusi pelayanan pasar yang berkaitan dengan 

penyediaan fasilitas tempat berdagang, retribusi kebersihan yang digunakan untuk 

menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar, serta biaya akomodasi 

listrik dan air yang dimanfaatkan oleh para pedagang dalam menjalankan aktivitas 

usahanya sehari-hari. Besaran tarif dari masing-masing jenis retribusi tersebut telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Bupati 

Karawang Nomor 29 Tahun 2017, yang menjadi acuan dasar hukum dalam 

pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten 

Karawang. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan pengelolaan pasar dapat 

berjalan lebih tertib, pelayanan kepada pedagang maupun pengunjung dapat 

meningkat, serta penerimaan daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar dapat 

mendukung pendapatan asli daerah (PAD). 

Retribusi pelayanan pasar dikumpulkan setiap hari oleh petugas pemungut 

retribusi pelayanan pasar, yang menerbitkan tiket retribusi pelayanan pasar 

berdasarkan tarif yang berlaku terhadap lapak pedagang para petugas pemungut 

retribusi berkeliling pasar memungut retribusi satu per satu untuk setiap 

pedagangnya, serta menyediakan pembayaran baik secara manual dan digital. 
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Berikut adalah bukti penerimaan tiket retribusi dari pedagang di Pasar Baru 

Karawang pada periode 2021-2024 yang masih menggunakan sistem pembayaran 

manual dan pada 2025 menggunakan manual dan digital:  

Tabel 1. 3 Realisasi penerimaan retribusi di Unit Pasar Baru Karawang tahun 

2021 s.d. 2025 

Tahun Realisasi Target Persentase 

2021 Rp. 276.769.000 Rp. 365.000.000 75% 

2022 Rp. 262.085.500 Rp. 327.607.000 79% 

2023 Rp. 313.570.000 Rp. 313.570.000 100% 

2024 Rp. 296.097.000 Rp. 296.097.000 100% 

2025 Rp. 349.179.500 Rp. 545.607.000 63% 

Sumber : Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 s.d. 2025 pada 

Unit Pasar Baru Karawang 

Berdasarkan data dalam tabel di atas, jelas bahwa pendapatan retribusi 

berbanding target retribusi menurun pada tahun 2025 sebesar 63%. Kondisi ini 

kemungkinan disebabkan oleh proses pengumpulan retribusi harian, yang hanya 

berlaku bagi pedagang yang aktif berjualan di Pasar Baru Karawang. Di sisi lain, 

pedagang yang telah menutup toko mereka atau tidak lagi aktif berjualan tidak 

diwajibkan membayar retribusi harian. Akibatnya, seiring bertambahnya jumlah 

pedagang yang tidak aktif, penurunan pendapatan retribusi harian pasar akan 

semakin cepat. 

Berdasarkan data potensi pedagang di Pasar Baru Karawang, jumlah 

pedagang aktif dan non aktif mengalami kondisi naik-turun dari tahun ke tahun. 

Pada data periode 2021 hingga 2024, jumlah pedagang aktif masih relatif lebih 

tinggi dibandingkan pedagang non aktif. Namun memasuki tahun 2025 terjadi 

peningkatan jumlah pedagang non aktif yang cukup signifikan, khususnya pada 

pedagang kios dan los. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan tingkat 

aktivitas perdagangan di pasar yang dapat memengaruhi besaran penerimaan 

retribusi pelayanan pasar. Meskipun mempunyai potensi pedagang cukup besar, 

realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang mengalami 
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fluktuasi dan bahkan penurunan pada tahun tertentu. Hal tersebut diduga 

disebabkan oleh masih banyaknya pedagang yang tidak aktif berjualan namun tetap 

tercatat sebagai wajib retribusi. 

Adapun usaha yang dilakukan oleh UPTD Pasar Wilayah 1 Kabupaten 

Karawang dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi harian dan 

meningkatkan keberhasilan penagihan retribusi harian, Pihak UPTD bersama pihak 

pengelola pasar menerapkan sistem pembayaran melalui Quick Respond Code 

Indonesian Standard (QRIS) yang bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB), 

pelaksanaan program ini telah berlangsung dari tahun lalu yang mana hingga saat 

ini masih dalam pengembangan. Diharapkan dengan adanya kebijakan penggunaan 

QRIS sebagai salah satu opsi pembayaran retribusi harian pedagang meningkatkan 

kredibilitas pengelolaan retribusi harian di Pasar Baru Karawang. “Adapun 

kelebihan dari penggunaan QRIS sebagai media pembayaran meliputi kemudahan, 

praktis dan ramah lingkungan serta meminimalisir pungutan liar” (Saputra & 

Febrian, 2025:897).  

Namun, meskipun sistem pembayaran telah diotomatisasi dan dipermudah, 

dalam kurun satu tahun terakhir masih terdapat pedagang masih menunggak 

kewajiban pembayaran retribusi harian mereka, yang mengakibatkan penurunan 

jumlah penjualan tiket retribusi harian. Sama halnya para pedagang yang tidak 

membayarkan kewajibannya merasa bahwa jika mereka tidak melakukan aktivitas 

perdagangan di pasar maka kewajiban membayar retribusi harian mereka gugur. 

Selain itu, terdapat kesenjangan antara kewajiban pembayaran retribusi dengan 

kualitas pelayanan pasar yang dirasakan oleh pedagang dan sebagian pedagang 

menilai bahwa fasilitas pasar, seperti kebersihan, drainase, dan penataan kios, 

belum sepenuhnya memadai. Persepsi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat 

kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban mereka dalam 

membayar retribusi pelayanan pasar. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka tidak 

hanya akan menghambat peningkatan PAD, tetapi juga berpotensi menurunkan 

kualitas pengelolaan pasar tradisional secara berkelanjutan. 
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Maka dari itu efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar menjadi isu 

penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan kebijakan publik di bidang 

keuangan daerah. “Suatu kebijakan pemungutan retribusi dianggap efektif jika 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dalam hal pendapatan 

regional maupun peningkatan layanan masyarakat” (Suheni et al., 2024:40). Oleh 

karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi 

pelayanan pasar untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan 

secara efektif. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar 

Baru Karawang menjadi penting untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi pengumpulan retribusi 

pelayanan pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai 

cara meningkatkan pendapatan retribusi dan memperbaiki pengelolaan pasar 

tradisional. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas Faktor – 

faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan 

pasar di Pasar Baru Karawang. 

B. Fokus Permasalahan 

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang disediakan dalam latar belakang, 

pernyataan masalah berikut ini dibuat: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar 

Baru Karawang? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan 

retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengukur tingkat efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar 

Baru Karawang. 
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2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan atau hambatan dalam 

efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang dan 

mencari solusi untuk melalui faktor-faktor penghambat dan yang menjadi 

tantangan dalam efektivitas pemungutan retribusi di Pasar Baru Karawang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian skripsi ini mencakup dua hal, yang terdiri dari manfaat 

bagi akademisi dan manfaat bagi praktisi. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen 

keuangan daerah, terkait dengan pengelolaan dan pemungutan retribusi 

pelayanan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dengan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas pemungutan 

retribusi dari pedagang di Pasar Baru Karawang. Penelitian ini juga dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, 

terutama mengenai efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar. 

2. Manfaat bagi Praktisi 

Dengan adanya Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 

rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karawang serta Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar (UPTD), guna membantu meningkatkan 

efektivitas pengumpulan retribusi pelayanan pasar. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam implementasi 

kebijakan pengumpulan retribusi pelayanan pasar, sehingga pengelolaan 

pasar dapat beroperasi secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. 

Akibatnya, pendapatan retribusi pelayanan pasar diperkirakan akan 

meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan 

daerah Kabupaten Karawang.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang 

secara umum dinilai belum efektif . Tingkat efektivitas pemungutan retribusi 

pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang yang secara keseluruhan dipengaruhi oleh 

empat faktor utama, yaitu pencapaian target retribusi, kemudahan pembayaran pada 

sistem pemungutan, kualitas kinerja aparat dan kebijakan. 

Dari faktor pencapaian target retribusi, realisasi penerimaan pada beberapa 

periode menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pada tahun terakhir persentase 

capaian mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas 

pemungutan retribusi tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja petugas, tetapi juga oleh 

ketepatan penetapan target, jumlah pedagang aktif, dan kondisi aktivitas 

perdagangan di pasar. Semakin banyak pedagang yang aktif berjualan, maka 

semakin besar potensi penerimaan retribusi yang dapat dihimpun. Sebaliknya, 

apabila jumlah pedagang menurun atau aktivitas perdagangan lesu, maka 

penerimaan retribusi cenderung ikut menurun.  

Dari faktor sistem pemungutan, penerapan sistem harian dinilai lebih efektif 

dan memudahkan pedagang dibandingkan sistem bulanan karena lebih ringan  bagi 

pedagang dan mampu menekan risiko tunggakan. Selain itu, penggunaan 

pembayaran digital melalui QRIS menjadi langkah positif dalam meningkatkan 

transparansi dan efisiensi penerimaan retribusi. Meskipun demikian, penggunaan 

metode manual masih dominan karena dianggap lebih praktis dan mudah oleh 

sebagian pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem 

pemungutan masih memerlukan proses adaptasi secara bertahap dan tetap 

mengedepankan pelayanan kepada pedagang.  

Dari faktor kualitas kinerja, kinerja aparat secara umum sudah berjalan 

cukup baik dan mendukung efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi 
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pelayanan pasar. Hal tersebut terlihat dari kedisiplinan petugas dalam melakukan 

pemungutan retribusi setiap hari, tanggung jawab aparat dalam memberikan karcis 

pembayaran dan pelaporan hasil pemungutan, serta kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif kepada pedagang. Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti adanya 

human error dalam pencatatan administrasi dan pedagang yang menunda 

pembayaran retribusi karena kondisi pasar yang sepi. Oleh karena itu, peningkatan 

pengawasan, evaluasi kerja, serta pembinaan terhadap aparat pemungut retribusi 

masih perlu dilakukan agar kualitas kinerja aparat dapat terus meningkat.  

Dalam faktor kebijakan, berdasarkan dari penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum sudah cukup 

baik dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam mendukung pelaksanaan 

pemungutan retribusi pelayanan pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2018 mengenai pembentukan dan 

tugas UPTD Pasar Wilayah 1 serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 

2017 mengenai penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten 

Karawang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemungutan retribusi pelayanan 

pasar juga didukung oleh adanya pengawasan dan evaluasi rutin dari pihak UPTD 

Pasar Wilayah 1 agar pelaksanaan pemungutan tetap berjalan sesuai aturan yang 

berlaku. 

Implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum 

optimalnya sosialisasi kebijakan kepada seluruh pedagang serta masih adanya 

pedagang yang kurang memahami tujuan dan manfaat pembayaran retribusi 

pelayanan pasar sehingga terdapat pedagang yang masih abai dalam kewajiban 

membayar retribusi pelayanan pasar. Oleh karena itu, diperlukan penekanan 

kewajiban, peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara 

berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif 

Meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam pemungutan retribusi 

pelayanan pasar, pengelola pasar terus melakukan upaya perbaikan untuk 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Hal 
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tersebut terlihat dari adanya perbaikan sistem pemungutan yang diterapkan oleh 

pengelola pasar, seperti perubahan mekanisme pembayaran dari sistem bulanan 

menjadi sistem harian serta penyediaan metode pembayaran manual dan digital 

melalui QRIS. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi pedagang dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran retribusi serta membantu meningkatkan 

ketertiban proses pemungutan. Namun, apabila keempat faktor tersebut dapat 

dikelola secara optimal melalui kebijakan dan realisasi yang tepat, maka 

penerimaan retribusi pelayanan pasar akan meningkat dan mampu memberikan 

kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Karawang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baru Karawang terdapat 

beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya peningkatan kualitas 

pengelolaan retribusi pelayanan pasar ke depan. Saran ini ditujukan kepada pihak 

pengelola pasar, pemerintah daerah, serta pedagang sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Dengan adanya tindak lanjut 

terhadap berbagai temuan penelitian, diharapkan sistem pemungutan retribusi dapat 

berjalan lebih efektif, tertib, dan mampu mencapai target penerimaan yang telah 

ditetapkan. Adapun saran yang diusung oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pihak pengelola pasar perlu meningkatkan akurasi dalam penetapan target 

retribusi dengan memperhatikan kondisi riil pasar, seperti jumlah pedagang 

aktif, tingkat hunian kios, dan perkembangan aktivitas perdagangan. Penetapan 

target yang realistis akan memudahkan proses evaluasi capaian penerimaan serta 

mencegah terjadinya selisih target yang terlalu tinggi dibanding potensi pasar 

yang sebenarnya. Dengan target yang sesuai, kinerja pemungutan retribusi dapat 

diukur secara lebih objektif dan proporsional.  

2. Sistem pemungutan retribusi harian yang saat ini telah berjalan perlu terus 

dipertahankan dan disempurnakan, karena dinilai lebih sesuai dengan 
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kemampuan pedagang pasar tradisional dan mengutamakan kemudahan bagi 

para pedagang. Selain itu, pengelola pasar perlu meningkatkan sosialisasi dan 

pendampingan penggunaan pembayaran digital melalui QRIS agar lebih banyak 

pedagang memanfaatkan metode pembayaran non-tunai. Penerapan sistem 

digital akan membantu meningkatkan transparansi, mempermudah pencatatan 

penerimaan, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.  

3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap dan evaluasi kerja terhadap petugas 

pemungut retribusi secara rutin agar pelaksanaan pemungutan berjalan lebih 

disiplin, transparan, dan sesuai prosedur. Selain itu, petugas pemungut retribusi 

diharapkan dapat mempertahankan sikap pelayanan yang ramah, komunikatif, 

dan kooperatif kepada pedagang sehingga hubungan antara petugas dan 

pedagang tetap berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kepatuhan 

pembayaran retribusi. UPTD Pasar Wilayah 1 juga diharapkan dapat 

memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas, khususnya dalam bidang 

pelayanan publik, administrasi, dan penggunaan sistem pembayaran digital agar 

kualitas kerja aparat semakin profesional dan efektif. Selain itu, petugas 

diharapkan lebih teliti dalam proses pencatatan dan pelaporan hasil pemungutan 

retribusi guna meminimalisir human error dalam administrasi penerimaan 

retribusi pasar. 

4. Meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan retribusi pelayanan pasar kepada 

seluruh pedagang agar pemahaman mengenai kewajiban pembayaran retribusi 

dan tujuan penggunaan retribusi dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, 

pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi perlu terus 

ditingkatkan agar pelaksanaan pemungutan berjalan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempertahankan kebijakan 

sistem pembayaran harian yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi pedagang 

pasar tradisional serta terus mengembangkan sistem pembayaran digital 

menggunakan QRIS guna meningkatkan kemudahan, transparansi, dan 

efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar. Di samping itu, diperlukan 

adanya penegasan kewajiban pembayaran retribusi melalui penerapan sanksi 
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administratif atau denda bagi pedagang yang tidak membayar retribusi secara 

rutin agar tercipta kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran 

retribusi pelayanan pasar. 

5. Pemerintah daerah dan pengelola pasar perlu memperhatikan pembenahan 

fasilitas pasar, seperti kebersihan lingkungan, perbaikan drainase, penataan area 

dagang, serta penertiban pedagang di luar area pasar. Kondisi pasar yang nyaman 

dan tertata akan meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja, sehingga 

aktivitas perdagangan menjadi lebih ramai dan berdampak positif terhadap 

penerimaan retribusi pelayanan pasar.  

6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian 

mengenai retribusi pelayanan pasar dengan cakupan yang lebih luas, misalnya 

membandingkan efektivitas pemungutan retribusi di beberapa pasar daerah atau 

meneliti pengaruh digitalisasi pembayaran terhadap peningkatan pendapatan 

retribusi. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi bahan 

masukan yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengelola 

retribusi pelayanan pasar secara optimal. 
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